BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam perkembangan dan
pertumbuhan masyarakat industri modern. Lembaga keuangan merupakan
tumpuan bagi pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui
mekanisme kredit atau pembiayaan dan menjadi tumpuan investasi melalui
mekanisme saving. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan
yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di
kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili
kepentingan masyarakat yang luas.*

Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi beradasarkan
prinsip syariah termasuk BMT merupakan fenomena aktual yang menarik
untuk dicermati. Paling tidak, ini bisa dianggap sebagai bukti awal
diterimanya dengan baik sistem ekonomi berlandaskan syariah di tengah
masyarakat dengan tingkat peradapan yang sudah sedemikian maju.

Ketika puluhan bank konvensional ambruk akibat badai krisis ekonomi
dan moneter menimpa bangsa Indonesia menjelang dan pasca lengsernya
pemerintahan Orde Baru, Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank
umum pertama di Indonesia yang beroperasi sesuai dengan syariah tetap

bertengger dengan kukuh, termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah

! Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: Ull Press,
2004), him. 51.



(BPRS) dan umumnya lembaga keuangan mikro syariah yang
direpresentasikan oleh BMT.?

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, telah memberikan
inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat
menyentuh kalangan bawah (grass rooth). Semula harapan ini hanya
bertumpu pada BMI. Namun harapan ini terhambat oleh Undang-Undang
Perbankkan, karena usia kecil/mikro tidak mampu memenuhi prosedur
perbankkan yang telah dibakukan Undang-Undang.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah,
dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun perkreditan
sesungguhnya tidak tepat, karena bank Islam tidak melayani perkreditan
tetapi pembiayaan, sehingga penggunaan nama perlu dipertimbangkan. Dari
sisi_ hukum, prosedur peminjaman bank umum dan BPRS sama, begitu juga
dari sisi teknis. Padahal inilah kendala utama pengusaha kecil, sehingga
harapan besar pada BPRS hanya menjadi idealita.

Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankkan
syariah, ba’i al-murabahah diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk
membiayai pembelian barang-barang konsumer, kebutuhan modal kerja, dan
kebutuhan investasi.

Mekanisme penerapan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah
(LKYS), didasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang/objek

tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan

2 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah Beberapa

Permasalahan dan Alternatif Solusi Cet.l, (Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta,2002), him.47.



pembayaran secara tunai. Untuk itulah maka nasabah berhubungan dengan
LKS.

Dari persoalan diatas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah
alternatif, yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi pada bisnis
tetapi juga sosial. Lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada
sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada
mayoritas orang, tetapi lembaga kekayaannya terdistribusi secara merata dan
adil. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan
pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran
bersama. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).?

Kehadiran BMT (Baitul Maal Wa Tamwil), sebagai pendatang baru
dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah
dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa
keuangan. Dari segi namanya Baitul Maal berarti lembaga sosial sejenis
BAZIS (Badan Amil Zakat) sedangkan Baitul Tamwil berarti lembaga bisnis.
Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis.”

Baitul Maal Wa Tamwil lebih mengembangkan usahanya pada sektor
keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankkan yakni
menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta
menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.
Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan

bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang

* Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), him.72.
* Ibid, him.31.



dilakukan oleh lembaga keuangan bank.®> Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
juga menawarkan berbagai produk pembiayaan diantaranya adalah
pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah,
pembiayaan istishna, pembiayaan salam, dan lain sebagainya.

BMT perlu mengadakan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan
diberikan oleh pihak BMT, untuk meyakinkan BMT bahwa anggota tersebut
benar-benar dapat dipercaya. Analisis pembiayaan tersebut mencakup latar
belakang anggota atau usahanya, prospek usahanya, jaminan yang diberikan
serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini agar BMT vyakin bahwa
pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

Transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu
berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa yang sebagian besar
disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau non perfoming
finance (NPF). Pembiayaan bermasalah dapat dikaitkan dengan bagaimana
usaha yang telah dibiayai oleh BMT dapat dijalankan, apakah pengelola dana
benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan yang disebutkan dalam
akad ataupun si pengelola dana tersebut mengingkarinya.® Dalam prakteknya
di lapangan juga sering dijumpai terjadinya wanprestasi atau ingkar janji oleh
mitra yang tidak melaksakan kewajibannya terhadap BMT sesuai dengan
kewajiban yang telah disepakati. Hal tersebut dikarenakan keadaan memaksa
secara sengaja ataupun tidak sengaja. Banyaknya lembaga keuangan yang

menawarkan suatu pembiayaan dengan prosedur yang mudah, membuat

® |bid, hIm.126.
® Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syari’ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga
Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), him. 215.



banyak masyarakat mengambil pembiayaan lebih dari satu sehingga bisa
menghambat dalam proses pengembalian pembiayaan tersebut.

Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian
atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan
berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT. Dan ini juga
berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para nasabah yang
menitipkan dananya. Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak BMT
akan melakukan penyelesaian permasalahan tersebut. Secara garis besar
upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi 2 (dua)
tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.” Upaya
penyelamatan dilakukan BMT dengan melihat masih adanya kemungkinan
memperbaiki kondisi usaha dan keuangan anggota.

Dalam hal ini peneliti memilih Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Istiqgomah
Unit Karangrejo sebagai objek penelitian, dikarenakan BMT Istigomah Unit
Karangrejo merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah berdiri
sejak tahun 2003. Selain itu, peneliti disini memfokuskan pada permasalahan
yang terjadi pembiayaan murabahah, karena pada hakikatnya pembiayaan
tersebut banyak diminati oleh para nasabah. Pembiayaan murabahah adalah
jual beli barang antara penjual dan pembeli yang memesan untuk membeli
barang disertai keuntungan yang disepakati. Pembayaran pembiayaan
murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh

tempo atau dilakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang

" Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002),
him. 21.



disepakati.® Akan, tetapi praktek yang dilakukan oleh BMT Istiqgomah Unit
Karangrejo bukan untuk jual beli barang melainkan untuk memberikan uang
kapada nasabah. Dalam akad pembiayaan murabahah di BMT Istigomah Unit
Karangrejo Tulungagung tersebut tidak diketahui siapa penjual dari objek
barang tersebut. Selain itu ijab dan gobul yan dilakukan secara tertulis pun
tidak benar. Pada transaksi jual beli, ketika melakukan ijab dan gobul, maka
seharusnya penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli
menyerahkan uang sejumlah harga dari barang tersebut. Pada praktiknya
pembiayaan murabahah yang terjadi di BMT Istiqgomah Unit Karangrejo
selama ini tidak pernah menyerahkan barang yang menjadi objek dari akad
murabahah. Selama ini BMT hanya mengamanahkan sejumlah uang kepada
nasabah untuk membeli keperluannya.

Sehingga dalam prakteknya dilapangan tidak menutup kemungkinan
banyaknya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dengan tidak memenuhi
kewajibannya kepada pihak BMT Istigomah. Sebagai langkah BMT
Istigomah Unit Karngrejo, dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah
dengan mendatangi rumah nasabah bahkan dengan cara pemberian surat
peringatan sampai dengan melakukan perpanjangan jangka waktu terlebih
dahulu sampai nasabah mampu menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi
upaya tersebut terlihat belum maksimal dikarenakan masih adanya
kelonggaran waktu yang diberikan untuk menyelesaikan kewajibannya,

dengan demikian akan berimbaskan pada pertumbuhan ekonomi BMT

®1smail, Perbankkan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2011), him.138.



tersebut. Sehingga dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti itu
perlu adanya tidakan ataupun cara-cara yang efektif sebagai langkah
pencegahan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk
meneliti lebih mendalam dengan proposal skripsi yang berjudul “Penerapan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI1/2011 dan Hukum Islam Dalam
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT Istigomah

Unit Karangrejo)”

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah.

Rumusan — rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011
terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di
BMT Istiqgomah Unit Karangrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada akad murabahah di BMT Istiqgomah Unit Karangrejo,

Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung ?



C. Tujuan Penelitian
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor
13/9/PBI1/2011 dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT
Istigomah Unit Karangrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum Islam diterapkan dalam penyelesaian
pembiayaan bermasalah di BMT Istigomah Unit Karangrejo, Kec.

Karangrejo, Kab. Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain :
1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di
bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan penyelesaian
pembiaayaan bermasalah yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 13/9/PB1/2011 dan hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis
a) Bagi BMT Istigomah Unit Karangrejo Tulungagung pada khususnya
dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada umumnya. Penelitian ini
dapat dijadikan rujukan yang mungkin berguna dalam pengambilan
keputusan  mengenai  penyelesaian  pembiayaan = murabahah

bermasalah.



b) Bagi Musytari’
Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pemahaman
kepada nasabah mengenai pengambilan keputusan yang diambil oleh
BMT Istigomah Unit Karangrejo Tulungagung terhadap penyelesaian

pembiayaan murabahah bermasalah.

E. Penegasan Istilah
1. Penegasan Konseptual
a)  Murabahah
Murabahah yaitu menjual suatu barang yang menegaskan
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan
harga yang lebih sebagai laba.’
b)  Pembiayaan Bermasalah
pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang
lancar, diragukan, dan mancet.*
c)  Peraturan Bank Indonesia
Ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan
mengikat semua orang atau badan dan dimuat di Lembaran Negara
Republik Indonesia.™*

d)  Hukum Islam

% Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
"®Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta:
Sinar Grafika,2014), him.66.
pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
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Hukum Islam menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip
oleh Kutbuddin Aibak ialah seperangkat peraturan wahyu Allah dan
Sunah Rosul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan
diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian ”Penerapan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 13/9/PBI1/2011 dan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT Istiqgomah Unit Karangrejo
Tulungagung), vyaitu penelitian yang mengkaji mengenai penyelesaian
pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan murabahah di BMT
Istigomah Unit Karangrejo Tulungagung dan penyelesaian pembiayaan
bermasalah di BMT Istiqgomah Unit Karangrejo Tulungagung yang ditinjau

dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PB1/2011 dan Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka
proposal skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri
dari sub-sub bab. Lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini penulis

uraikan sebagai berikut :
BAB | yaitu pendahuluan yang memberikan petunjuk secara umum

untuk memudahkan dalam skripsi ini, yang diantaranya memuat Konteks

12 Kutbuddin Aibak, Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou EI
Fadl), Disertasi, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2014), him. 94.
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Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,
Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan.

BAB Il vyaitu tentang gambaran umum teori yang digunakan dalam
analisis, yang diantaranya memuat gambaran umum Baitul Maal Wa Tamwil
(BMT), Gambaran Umum Akad Murabahah, Gambaran Umum Pembiayaan
Bermasalah, Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Peraturan Bank
Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan,
Hukum Islam Pembiayaan Bermasalah, Penelitian Terdahulu.

BAB Ill vyaitu Metodologi Penelitian yang digunakan untuk
mendapatkan data, yang diantaranya memuat Jenis Penelitian, Lokasi
Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data,
Teknik Analisis Data, Tahap-Tahap Penelitian.

BAB 1V, dalam bab ini dipaparkan mengenai obyek penelitian, yaitu
memuat tentang paparan hasil penelitian, temuan penelitian, analisis temuan
penelitian dan pembahasan.

BAB V, yaitu penutup yang memuat kesimpulan dari pokok masalah
serta dari keseluruhan pembahasan yang ada. Berisi juga penutup dan saran-
saran yang relevan untuk disampaikan kepada lembaga penelitian, yakni

BMT Istiqgomah Unit Karangrejo Tulungagung



